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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka didapat 

kesimpulan dari penelitian sebagai berikut: 

1. Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan penerapan sistem 

otomatisasi termasuk dalam kategori Pemutusan Hubungan Kerja 

yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Keabsahan 

Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan penerapan sistem 

otomatisasi sesuai dengan substansi dalam Pasal 154A ayat (1) 

huruf b UU Cipta Kerja yang menjelaskan perusahaan dapat 

melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi. 

Unsur-unsur efisiensi memiliki kesamaan dan saling berkaitan 

dengan unsur-unsur otomatisasi, yang mana otomatisasi 

dilakukan sebagai upaya untuk mengefisiensi biaya, waktu, dan 

tenaga kerja dalam keberlangsungan kegiatan usaha. Selain 

dilihat dari segi substansi, Pemutusan Hubungan Kerja 

dinyatakan sah apabila tata cara pemutusan hubungan kerja sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Indutrial serta Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan 

Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja sebagai 
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peraturan pelaksana dari UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta 

Kerja. 

2. Perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh yang terancam 

Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan penerapan sistem 

otomatisasi berarti perlindungan hukum tersebut memenuhi Hak 

atas Pekerjaan sebagai amanat Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 serta 

tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945. Pemenuhan hak-hak 

pekerja yang di PHK akibat penerapan sistem otomatisasi 

memperoleh hak atas uang pesangon dan/atau uang penghargaan 

masa kerja dan uang penggantian hak yang disesuaikan dengan 

ketentuan Pasal 43 PP No. 35 Tahun 2021. Selain hak akibat 

pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon dan/atau uang 

penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. UU Cipta 

Kerja juga menjamin hak pekerja/buruh yang terdampak 

pemutusan hubungan kerja dengan adanya Jaminan Kehilangan 

Pekerjaan (JKP) yang terdapat pada Pasal 46A sampai dengan 

Pasal 46E. Berkaitan dengan ancaman PHK dengan alasan 

penerapan sistem otomatisasi terhadap pekerja, untuk dapat 

memenuhi hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 

warga negaranya negara dapat melakukan upaya perlindungan 

hukum yakni dengan membuat peraturan tentang kewajiban 

memberikan pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensi dan 

keterampilan tenaga kerja. Hal ini dikarenakan penerapan sistem 

otomatisasi menimbulkan adanya peralihan pekerja manusia ke 
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sektor lain sehingga membutuhkan keahlian yang berbeda dari 

pekerjaan sebelumnya. Selanjutnya, dalam melaksanakan 

ketentuan tersebut maka pemerintah sebaiknya 

menyelenggarakan pelatihan kerja bagi para tenaga kerja yang 

terancam PHK didasari pada ketentuan Pasal 9, Pasal 10 Ayat (1), 

serta Pasal 11 UU Ketenagakerjaan. Selain peran pemerintah, 

pelaku usaha juga bertanggung jawab untuk meningkatkan dan 

mengembangkan kompetensi pekerjanya melalui pelatihan kerja 

sesuai Pasal 12 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, serta upaya 

memberikan pelatihan ulang (retraining).  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka terdapat saran terhadap seluruh 

pemangku kepentingan untuk mengatasi permasalahan penelitian ini: 

1. Saran kepada pemerintah sebagai pembuat peraturan perundang-

undangan untuk membentuk ketentuan yang secara eksplisit 

menjelaskan syarat-syarat melakukan pemutusan hubungan kerja 

dengan alasan penerapan sistem otomatisasi. Hal ini dilakukan agar 

menjamin kepastian hukum serta keadilan hukum bagi masyarakat.  

2. Saran lainnya kepada pemerintah untuk memberikan perlindungan 

hukum berupa ketentuan mengenai pelatihan kerja terhadap pekerja 

yang terancam pemutusan hubungan kerja dengan penerapan sistem 

otomatisasi guna memberikan kesempatan bagi pekerja untuk dapat 

memperoleh pekerjaan yang baru. 
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3. Saran kepada perusahaan sebagai pihak yang mengajukan pemutusan 

hubungan kerja dengan alasan penerapan sistem otomatisasi, melakukan 

upaya untuk mencegah terjadinya PHK. Salah satu upaya yakni 

perusahaan dapat memberikan pelatihan ulang untuk sumber daya 

masyarakat (retraining) agar siap menghadapi tuntutan pekerjaan yang 

semakin berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi. 

4. Saran kepada pekerja yakni ikut serta dalam melatih kemampuan diri 

sehingga pekerja masih tetap dapat digunakan dalam sektor lain, dalam 

mengantisipasi terjadinya PHK dengan alasan penerapan otomatisasi. 
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